PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

NAGARI KOTO TARATAK

Alamat : JIn. Raya Painan — Inderapura km 32 Koto Taratak Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN
NOMOR : 140/ 23 /KPTS/WN-KT.TRT/2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)

NAGARI KOTO TARATAK
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI KOTO TARATAK

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan
nagari berupa Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
denganKeputusan Wali Nagari Koto Taratak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

4, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ]; Nomor:
595/KMK.07/2015; Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran,
Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di kabupaten Pesisir
Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
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Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap
Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya
Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/263/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang
Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan
Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Periode

Tahun 2018 - 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

RKP Nagari disusun berdasarkan RPJM Nagari 5 (lima) tahunan melalui forum
Musrenbang Nagari, melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
dalam rangka menyusun RKP Nagari dan melaporka kepada Bupati melalui
Kecamatan;

RKP Nagari merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Nagari untuk
wajib diusulkan ke RKP Nagari;

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan keputusan ini di bebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, serta dana pihak lain
yang sah dan tidak mengikat;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Koto Taratak
Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Yth. Ketua BAMUS NAGARI
Yang Bersangkutan



